imbang
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PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK “

NOMOR 8 TAHUN 2000
TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN, PELANTIKAN
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DEMAK,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
vang berdaya guna dan berhasil guna dengan pem-
berdayaan seluruh masyarakat, Lurah Desa merupa-
kan figur yang sangat penting dan strategis
DEranannya;

bahwa dalam rangka pendaftaran untuk mendapatkan
bakal calon, memilih dan menetapkan Lurah Desa
yvang berdedikasi, cakap dan mampu untuk melaksa-
nakan semangat otonomi Desa serta mengatur kegia-
tan-kegiatan kedinasan dan akibat yang timbul

berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan,
perlu mengatur tentang Tata Cara Pencalonan,

Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, FPemberhentian
Sementara dan Pemberhentian bagi Lurah Desa;

bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b, perlu
menetapkannya dalam Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemben-
tukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah ; .

Undang-undang HNomor 8 Tahuh 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1581 HNomor

76, Tambahan Lembaran Negara nomor 3208);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1399 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 139898
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1958 tentang Perim-
bangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1899 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1876 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat 11 Semarang
(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3083): '

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999
tentang Pencabutan Beberapa Permendagri mengenai

pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979
tentang Pemerintahan Desa ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun
1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian
Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa dan Kelurahan ;'

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai

Desaa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun
2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan

Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun
2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keria
Pemerintah Desa.

. Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
MEMUTUSKAN

apkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG TATA CARA

PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN, PELANTIKAN,
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN LURAH
DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak;

c. Camat adalah Pejabat perangkat Daerah yang memim-
pin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah
Kecamatan;

d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-
usul dan adat istiadat setempat yang diakul dalam
sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah

Kabupaten ;

e. Badan
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Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut
BPD adalah Badan Perwakilan vang terdiri atas
pemuka-pemuka masyarakat yvang ada di Desa® yang
berfungsi memgayomli adat istiadat, membuat
Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan.aspira-
8l masyarakat serta melakuksan pengawa=san terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Dessa;

Lurah Desa adalah Pejabat yang memimpin penye-
lenggaraan Femerintah Desa wyang bertanggungdﬁwab
kepada rakyat melalui BFPFD;

Penjabat Lurah Desa adalah Pejabat yang menjalan-
kan fungsi, wewenang, tugas dan kewaJiban Lurah
Desa dalam waktu tertentu karena Lurah Desa

berhalangan;

Pem&rinFah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong
Desa. ;

Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan
vang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD:

Panitia Pencalonan dan Pemilihan Lurah Desa yang
selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah
Panitia yang dibentuk o¢leh BPD yang keanggo-
taannya terdiri dari para anggota BEPD dan Pamong
Desa yang bertugas untuk menvelenggarakan kegia-
tan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan
pencalonan dan pemilihan Lurah Desa;

. Pendaftaran adalah suatu proses kegiatan vang

dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapat-
kan bakal calon Lurah Desa:

Penyaringan adalah suatu proses kegiatan yang
dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk menetapkan

bakal calon Lurah Desa menjadi calon Lurah Desa
yang berhak dipilih;

Bakal Calon adalah warga masyarakat yang memenuhi
asyarat dan mendaftarkan diri sebagai calon Lurah
Desa sebelum dinyatakan lulus dalam penyaringan;

Calon yang berhak dipilih adalah bakal calcn
Lurah Desa yang memenuhi perasyaratan berdasarkan
Peraturan Daerah ini dan lulus dalam ujian pen-

yvaringan;

Calon terpilih adalah calon Lurah Desa yang
memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Lurah

Desa;

Penduduk adalah orang yang berdomigili dan ber-
tempat tinggal di Desa setempat;

a. Pemilih "A...
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(2)

(3)

(4)

(1)
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Pemilih adalah penduduk Desa setempat yang meme-
nuhi persyaratan untuk menggunakan hak p%&ihnya
berdasarkan Peraturan Daerah ini:

Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk
menentukan pllihannyva;

. Daftar Pemilih Sementara (DPS) adalah daftar yang

berisl tentang nama-nama penduduk yang mempunyai
hak pilih yang masih bersifat sementara dan dapat
diubsah;

Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah daftar yang
berisi tentang nama-nama penduduk yang mempunyali
hak pilih yang sudah bersifat tetap sehingga
tidek 1lagi- dapat berubah baik Jjumlah maupun
namanya.

BAB I1I
PENDAFTARAN, PENCALONAN DAN
FEMILIHAN LURAH DESA
Bagian Pertama
Panitia Pencalonan dan Pemilihan
Pasal 2

Untuk pelaksanaan Pencalonan dan Pemilihan Lurah
Desa, BPD. membentuk Panitia Pemilihan vang

keanggotaannya berasal dari para anggota BPD dan
Pamong Desa.

Proses pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan 8 (enam) bulan
sebelum berakhirnya masa jabatan Lurah Desa.

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan BPD dengan ketentuan
sebagal berikut:

= Ketua ;

-~ Wakil Ketua ;

- Sekretaris ;

- Bendahara ;

- Anggota-anggota.

Jumlah dan susunan keanggotaan Panitia Pemilihan
disesuaikan dengan situasi., kondisi serta kemam-
puan keuangan Desa.

Pasal 3

Apabilas diantara Panitia Pemilihan ada vang
mencalonkan diri atau berhalangan tetap yang
bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepa-
nitiaan dan kedudukannya digantikan oleh orang
lain atas usul / berdasarkan kesepakatan Pani-
tia.

(2) Apabila



{2) Apabila diantara Panitia ada vang meniQEEal
dunia maka kedudukannya digantikan orang lain
atas usul / berdasarkan kesepakatan Panitla.

(3) Penggantian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan
({2) ditetapkan dengan Keputusan EFD.

Pasal 4

Panitia Pemilihan bertugas:

a. melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon
Lurah Desa;

b. menyusun dan mengaJukan Rencana Biaya Pemilihan
kepada Lurah Desa / Penjabat Lurah Desa untuk
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanda
Desa; )

o. menentukan Jjadwal pelaksanaan pemilihan Lurah
Desa;..

d. melakukan pendaftaran pemilih;

e. menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Semen-
tara (DES); :

f. menyiapkan Tempat Pemungutan Suara, kartu suara,
kotak suara dan bililk suara;

g. mempersiapkan tanda gambar;

h. menetapkan Daftar Pamilih Tetap (DPT);

i. mengadakan undian tanda gambar dan mengatur tata
cara kampanye;

J. melakukan pemungutan suara  dan penghitungan
suara;

k. membuat Berita Acara pelaksanaan pemungutan suara

dan Berita Acara Penghitungan suara;

melaporkan pelaksanaan pemilihan Lurah Desa;

melakukan . kegiatan lain yang berkaitan dengan

pelaksanaan pemilihan Lurah Desza.

5

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Penjaringan
Bakal Calen Lursh Desa
Pazsal 5

{1) Proses pendaftaran Bakal Calon Lurah Desa mulail
dilaksanakan setelah Panitia Pemilihan  terben-
tuk.

{2) Penetapan waktu dan tahapan kegiatan pendaftaran
dan penjaringan Bakal Calon Lurah Desa ditetap-
kan oleh Panitia Pemilihan sesuai dengan situasi
dan kondisi Desa.

(3) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan
oleh Panitia Pemilihan tidak terdapat penduduk
Desa yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon,
pendaftaran dapat diperpanjang untuk  Jjangka
waktu vang ditetapkan oleh Panitia.

{4) Apabila . 4.-.-.



(4)

(1)

(2)

(1)

Apabila setelah perpanjangan sebagaimana mak-
sud ayat (3) masih tetap tidak ada penduduk Desa
yang mendaftar sebagai calon Lurah Desa maka
Panitia Pemilihan dapat melakukan penjaringan.

Pasal 6

Penduduk Desa yang bermaksud mendaftarkan diri
sebagai Bakal Calon Lurah Desa harus mengajukan
rermchonan yang ditulis sendiri kepada Ketua

Panitia Pemilihan.

Permchonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilam-
pirl dengan persyaratan-perayaratan yang di
tentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal T

Yang dapat menjadi Bakal Calon Lurah Desa adalah
penduduk Desa setempat yang memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut

a. Warga Negara Republik Indonesia;

b. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. setla dan taat kepada Pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945;

d. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak
langsung dalam kegiatan vyang mengkhianati

"Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 seper-
ti G 30 S / PKI dan atau kegiatan organisasi
terlarang lainnya;

e. berljazah pendidikan formal paling rendah
Sekolah LanJutan Tingkat Pertama atau sedera-
jad :

f. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima)
tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh)
tahun;

g. sehat Jasmani rohani dan nyata-nyata tidak
terganggu Jiwa atau ingatannya:

h. berkelakuan baik ;

i. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan
karena melakukan tindak pidana;

J. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Kepu-
tusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan

- hukum tetap: .

k. terdaftar sebagal penduduk Desa secara sah
dan bertempat tinggal tetap di Desa yang
bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
terdakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali
putra Dess;

1. mengenal desanya dan dikenal masyarakat di-
Desa setempat.

(2) Pegawal
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(2) Pegawal Negeri, Pegawai Swasta atau Pamong De=sa

vang mencalonkan diri sebagail Lurah Desa selain
harus memenuhl persyaratan sebagaimana dimeksud
ayat (1), Juga harus memiliki Surat EKeterangan
Persetujuan dari atasannya yang berwenang -‘untuk
memberikan ijin.

Bagian Ketiga
Hak pilih, DPS dan DPT
Pasal 8

-

Yang dapat memilih Lurah Desa adalah ﬁenduduk Desa
Warga Negara Republik Indonesia, yang

a.

1)

(2)

(1)

(23

terdaftar sebagail penduduk Desa secara sah dan
bertempat tinggal di Desa setempat sekurang-
kurangnya 6. (enam) bulan dengan tidak terputus-
putus;

telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau
pernah kawin;

tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan
Pengadlilan yang mempunyai kekuatan tetap;

tidak sedang menjalani plidana kurungan atau
penjara.

FPasal ©

Penduduk Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8,
untuk dapat didaftar oleh Panitia Pemilihan
sebagal pemilih wajib mendaftarkan diri secara
aktif kepads Panitia Pemilihan atau didaftar da-
lam waktu yang telah ditetapkan.

Hasil pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud
ayat (1) ditetapkan dalam DPS oleh Panitia
Pemilihan dan diumumkan kepada penduduk Deaa
selama 15 (lima belas) hari.

Pasal 10

DPS yang telah diumumkan sebagalmana dimaksud
Pagal 89 setelah mengalami perbaikan dan atau
tambahan berdasarkan hasil masukan penduduk Desa
ditetapkan menJjadi DPT oleh Panitia Pemilihan
dengan diteliti dan ditandatangani oleh para
Bakal Calon Lurah Desa.

Penelitian dan penandatanganan oleh para Bakal
Calon Lurah Desa terhadsp DPT sebagaimana dimak-
sud ayat (1) adalah bukti persetujuan para Bakal
Calon Lurah Desa terhadap Jjumlah dan nama
pemilih.

{3) Penelitian
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Bagian Kelima
Kampanye N
Pasal 13

Sebagai  upaya untuk lebih mengenal terhadap ‘kepri-
badian, visi, misi serta program-program pembangunan
Desa yang akan dilakukan cleh calon Lurah  Desa,
Panitia Pemilihan memberikan waktu kepada mereka
untuk melakukan kampanye. '

Pasal 14

{1) Pelaksanaan kampanye calon Lurah Desa dilaksana-
kan selama 3 (tiga) hari sebelum pemungutan
suara dengan wujud penyampalan visi dan misi
serta program-program pembangunan Desa dan
pemasangan tanda gambar.

(2} Penyampaian vigi dan misi serta program-program
pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilakukan didepan BPD, Pamong Desa, Tokoh ma-
syarakat dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di
Desa setempat. '

{3) Pelaksanaan visi dan misi serta program-program
pembangunan Desa adalah dilakukan pada hari dan
tempat yang sama dengan pelaksanaan pengumuman
calon yang berhak dipilih dan pengundian tanda
gambar.

Pasal 15

(1) Pemasangan tanda gambar dapat dilakukan di
tempat-tempat umum dan tempat-tempat strategils
lainnya kecuali tempat ibadah, sekolah, kantor

Dinas/Instansi dan tempat pemungutan suara.

(2) Apabila tanda gambar dipasang dipekarangan atau
bangunan milik orang lain maka pemasangan terse-

but harus mendapat ijin dari pemilik.

Bagian Keenam
Larangan
Pasal 16

Bakal Calon Lurah Desa dan Calon Lurah Desa dilarang
memberikan dan atau menjanjikan akan memberikan
sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung dengan
 nama atau dalih apapun kepada siapapun dalam usaha
~ untuk memenangkan dirinya dalam pelaksanaan pemungu-
- tan suara.

Bagian ..d--
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Bagian Ketujuh

Pemungutan dan Penghitungan Suara A
Pasal 17

(1) Pemilihan Lurah Desa dilaksanakan dengaﬂ cara
pemungutan suara.

(2) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pe-
mungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan
mulai memberitahukan kepada penduduk desa .yang
berhak memilih dengan :

a. menyampaikan undangan;

b. mengadakan dan atau menempelkan pengumuman-
pengumuman ditempat-tempat Yyang strategis
tentang tanggal, jam dan tempat pemungutan
suara akan dilaksanakan.

Pasal 18

Pemungutan suara dalam pemilihan Lurah Desa dilaksa-
nakan sesual dengan asas Langeung, Umum, Bebas,

Rahasia, Jujur dan Adil.
Pasal 19

(1) Pelaksanaan pemungutan suara dimulail dari Jam
ﬂE.QO WIB sampal dengan jam 14.00 WIB.

(2) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dinyatakaw
selesal Panitia Pemilihan waJjib mengumumkan
tentang akan berakhirnya pelaksanaan pemungutan
suara.

(3) Dalam keadaan vyang memaksa Panitia Pemilihan
dapat memperpanjang waktu pemungutan suara untuk
tahap pertama ‘30 (tiga puluh) menit dan kalau
masih diperlukan dapat diperpanjang lagil 30

(tiga puluh) menit.
Pasal 20

(1) Pada saat pemungutan suara Panitia FPemilihan
berkewajiban untuk :
a. menjamin agar asas sebagaimana ., dimaksud
Pasal 18 dapat terlaksana dengan baik;
b. menjamin pelaksanaan ‘pemungutan suara 8ecara
tertib dan teratur.

'(2) Panitia Pemilihan menjaga agar pemilih hanya-1

memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian
suara vang diwakilkan dengan alasan apapun.

Fasal 21
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Pasal 21

{1} Pemilihan Lurah Desa dinyatakan s=sah épabil&
Jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari’ jumlah
pemilih yang ada dalam DPT.

(2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk meng-
gunakan haek pilihnya kurang dari yang ditentukan
aebagaimana dimaksud ayat (1), pemilihan Lurah
Desa dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 7
{(tujuh) hari setelah pembatalan, Panitia Pemili-
han mengadakan pemilihan ulangan.

(3) Apabila dalam pemilihan ulangan Jumlah pemilih

yang hadir untuk menggunakan hak plilihnya kurang
dari 1/2 (=setengah) dari Jumlah pemilih yang ada
dalam DPT maka berlakulah ketentuan penunjukan
PenJabat Lurah Desa.

FPasal 22

Sesudah pemungutan suara dinyvatakan selesai maka

Ketua Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal itu

Juga segera:

a. membuka kotak suara dan menghitung Jjumlah s=suara
yang masuk setelah diteliti dengan disakslkan

oleh para Calon Lurah Desa;
b. mengumumkan hasil Jumlah perhitungan suara.

Pasal 23

{1) Panitia Pemilihan menetapkan untuk masing-masing
Calon Lurah Desa 1 (satu) orang Saksi dan 1
(satu) corang cadangan Saksi sebagai wakil untuk
mengetahui sah-dan tidaknya suara yang diberikan
oleh para pemilih.

{(2) Saksi / cadangan Saksl sebagaimana dimaksud ayat
{1) diusulkan oleh Calon Lurah Desa yang ber-
sangkutan secara tertulis kepada Ketua Panitia
Pemilihan pada saat setelah pengundian tanda

gambar.

(3) Jumlah Saksi / cadangdn Saksi sama dengan
! jumlah Calon Lurah Desa.

(4) Dalam hal terjadi calon tunggal maka
' Saksi/cadangan Saksi ditentukan 2 (dua) orang
yaitu 1 (satu) orang dari Calon Lurah Desa dan 1
(satu) orang dari Panitia.

Pasal 24

Penicatat penghitungan suara dilakukan oleh petugas
yvang ditunJuk oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 25
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Pasal 25

(1) Suara dianggap sah apabila A

a. menggunakan kartu suara yang disediakan oleh
Panitia;

b. ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan
dengan tanda tangan asli dan dibubuhi stempel
Panitia Pemilihan;

c. pencoblosan dilakukan dengan menggunakan alat
dan tempat yang disediakan Panitila;

d. bekas tusukan Jelas terlihat dan terletak
didalam 1 (satu) tanda gambar;

e. tidak ada lubang atau kerusakan pada tanda
gambar lain yang terpakai. '

(2) Tusukan pada bagian kertas suara sepanjang tidak
pada gambar vang terpakai dianggap tidak ada
tusukan. i

Pazsal 26

Suara dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi
ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 25

ayat (1).

Pagal 27

Pada smat pemungutan suara sampal dengan penghi-
tungan suara, para Calon Lurah Desa harus berada di
‘tempat yang sudah ditentukan dalam area tempat
pemungutan suara kecuall ada alasan yang dapat

dibenarkan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Kedelapan
Penandatanganan Berita Acara
FPasal 28

(1) Apablla pemungutan suara dan penghitungan suara
telah selesal maka Calon Lurah Desa dan Ketua

Panitia Pemilihan menandatangani Berita Acara.

{(2) Penandatanganan Berita Acara pemungutan suara
dilakukan setelah pemungutan suara dinyatakan
selesal dan sebelum penghitungan suara dimulai.

(3) Penandatanganan Berita Acara penghitungan suara
dilakukan setelah penghitungan suara selesal.

Pasal 29

Apabila Calon Lurah Desa tidak mau menandatangani
Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara
maka yang bersangkutan dianggap menyetujui hasil
pemungutan suara dan penghitungan suara serta pelak-
sanaan dan hasilnya dianggap sah.

Pasal 30 ...
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Pa=zal 30

Calon Lurah Desa vyang meninggalkan fempat
sebelum menandatangani Berita Acara renghitungan
suara, maka yang bersangkutan dipanggil "untuk
hadir dan menandatangani Berita Acara.

Apabils sudah dipanggil 3 (tlga) kali dan tetap
tidak datang maka yang bersangkutan dianggap
menyetujui hasil penghitungan suara serta pelak-.
sanaan penghitungan suara dianggap sah.

Pasal 31

Bentuk Berita Acara pemungutan suara dan Berita
Acara penghitungan suara adalah sebagaimana tersebut
dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

Pasal 3Z2

Dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap
pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Lurah Desa,
Bupatl membentuk Tim Pengawasan dan Pembinaan.

Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud ayvat (1)
terdiri dari Pejabat-pejabat yang ada diling-
kungan Pemerintah Daerah.

Pembentukan, tugas wewenang dan tanggung Jawab
Tim dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kesembllan
Calon Lurah Desa Terpilih
Pasal 33

Calon Lurah Desa vang dinyatakan terpilih ialah
calon vang mendapat suara terbanyak yaltu
sekurang-kurangnya 1/5 (seperlima) dari Jumlah
pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Dalam hal calon Lurah Desa hanya terdapat 1
(satu) orang (calon tunggal), maka calon Lurah
Desa tersebut baru dinyatakan terpilih apabila
mendapat Jumlah suara sekurang-kurangnya 1/2
(setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih

yang menggunakan hak pilihnya.
Pasal 34

Dalam hal tidak seorang calonpun yang mendapat
dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud

Pasal 33, maka Panitia Pemilihan mengadakan
pemilihan ulangan.

(2) Dalam ..



(2)

(3)

(1)

(1)

g

(3)

(4)

(1)

(2)
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Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang
calon vang memperoleh suara terbanyak, vang
jumlahnya sama maka dilakukan pemilihan ulangan
khusus untuk para calon yang mempercleh suara
terbanyak yang sama tersebut.

Pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud ayat (1)
dan (2) dilaksanakan pada hari lainnya, selam-
bat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemilihan
yang pertama. S

Apabila dalam pemilihan wulangan {pemilihan
kedua) sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dapat

menghasilkan calon terpilih maka berlaku penun-
Jukan Penjabat Lurah Desa.

Pasal 35

Dalam hal pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud
Pasal 34 ayat (2) tetap memperoleh suara sama
maka untuk menentukan calon terpilih dilaksana-
kan dengan cara calon yang bersangkutan menjawab
pertanyaan yang telah disediakan oleh Panitia

Pemilihan.

Pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah
disiapkan oleh Panitia Pemilihan dalam sampul

tertutup.

Jumlah dan bentuk pertanyaan serta cara menjawab
pertanyasn ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Panitia Pemilihan menetapkan Calon Lurah Desa
yang memperoleh nilai tertinggi sebagal calon
terpilih.

BAB III
PENGESAHAN DAN PELANTIKAN
LURAH DESA TERPILIH
Bagian Pertama
Pengesahan
Fasal 36

Berdasarkan Berita Acara pemungutan suara dan
Berita Acara penghitungarn suara Calon Lurah Desa

terpilih ditetapkan dalam Keputusan BPD serta
diusulkan kepada Bupati melalui Camat untqk

disahkan menjadi Lurah Desa.

Pengesahan sebagai Lurah Desa sebagaimana dimak-
sud ayat (1) dituangkan dalam keputusan Bupati.

Bagian ...
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Bagian EKedua
Felantikan
FPasal 37

(1) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas)
harl setelah diterbitkannya EKeputusan Bupati
tentang Pengesahan sebagai Lurah Desa, maka yang
bersangkutan harus sudah dilantik oleh Bupati
atau Pejabat lain yang ditunjuk.

(2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud ayat
(1), Lurah Desa yang bersangkutan bersumpah
menurut agamanya atau berjanji dengan bersung-
guh-sungguh dihadapan Bupati atau PeJabat lain
yvang ditunjuk untuk itu dengan dihadiri anggota
BPD dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang ada
di De=sa yang bersanghkutan.

Fasal 38

Susunan kata-kata Sumpah/Janji Lurah Desa adalah
sebagal berikut :

" Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa
saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Lurah Desa
.dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-
adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamal-

kan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar
negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan
demckrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai
konstitusi Negara serta segala Peraturan FPerundang-
undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia "

Pasal 38

Tempat pelanﬁikan Lurah Desa dilaksanakan di Desa

yang bersangkutan atau tempat lain yang ditunjuk
oleh Bupati.

Pasal 40

Setelah acara pelantikan selesai dilanjutkan dengan
serah terima Jjabatan.

BAB IV
MASA JABATAN LURAH DESA
Pagal 41

(1) Masa Jabatan Lurah Desa adalah 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal pelantikan.

(2) Apabila masa jabatan sebagaimana dimaksud ayat
(1) telah berakhir, yang bersangkutan dapat
mencalonkan/dicalonkan kembali untuk 1 (satu)
kali masa Jjabatan berikutnya.

{3) Apabila
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Apabila masa jabatan kedua telah herakhir yang
bersangkutan tidak boleh mencalonkan/dica®onkan

kembali sebagai Lurah Desza.

Pasal 42

Lurah Desa yang berasal dari Fegawal Hegeri yang
memasuki usia pensiun atau pensiun tidak mengakibat-

kan

masa jabatan 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud

Pazal 41 ayat (1} terputus.

(1)

(2)

t1)

BAB W
BIAYA PEMILIHAN LURAH DEZA
Pasal 43

Rencana biaya pencalonan dan pemilihan Lurah
Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada
Lurah Desa / Penjabat Lurah Desa setelah dimu-
ayawarahkan dengan EPD.

Luralh Desa / Penjabat Lurah Desa mene bapkan
biaya sebagaimana dimakeud ayal (1) dan dibeban-
kan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 44

Biaya Pemiliham sebagaimﬁna dimaksud Paszal 43

dipergunakan untuk:

a. administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan
kotak dan tandassurat suaras, pembuatan tanda
gambar calon dan sebagainya yang sejaenls);

. pendaftaran pemilih;
. pembuatan bilik/kamar tempat pemil ihah;
penjaringan dan penyaringan Lakal calon;

. biaya pengamanan;

b
c
d
e. honorarium Panitia, konsumsi dan rapat;
f
g. biaya pelantikan:

h

. biaya lain vyang berkaitan dengan pencalonan

- Lurah Desa.

{21 Pertansgung . 4. ...
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(2) Pertanggungjawaban penyvelenggaraan dan penggu-—

naan biayva pemilihan disampaikan oleh Panitia
Pemilihan kepada Lurah Desa dalam rapat BPD yang
dihadiri Pemerintah Desa dalam Jangka waktu
selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah
tanggal pelantikan Lurah Desa terpilih.

* BAB VI
LARANGAN
Fasal 45

Lurah Desa dilarang:

. melakukan hal-hal yvang dapat menurunkan martabat

atau kehormatan Pemerintah Desa;

. menyalahgunakan wewenang;
. bekerja pada Instansi Swasta atau Negeri;

membocorkan rahasia negara/jabatan yvang menurut
sifatnya perlu dirahasiakan;

melakukan kerjasama bersama orang lain didalam
maupun di lingkungan kerjanya, dengan tujuan
untuk kepentingan pribadi dan atau golongan yang
gecara langeung maupun tldak langsung merugikan
Desa, Daerah daq atau Negara;

. menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa

gaja dari siapapun Jjuga secara tidak sah;

. meninggalkan pekerjaan dinaa selama 30 (tiga

puluh) hari kerja berturut-turut tanpa ijin BPD;
melakukan pungutan yang tidak sah;

. menjadi anggota dan pengurus Partai Politik.

BAB VII



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

W
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BAB VII A
PERTANGGUNGJAWABAN LURAH DESA
Pasal 46

Lurah Desa memimpin penyelenggaraan Pemerint&h?n
Desa berdasarkan kebijakan vang ditetapkan
bersama BPD. '

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Lurah
Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD
dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan
tugasnya kepada Bupati melaluil Camat.

Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas -
Lurah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disam-
palkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada
getiap akhir tahun anggaran.

Pasal 47

Lurah Desa yang ditolak pertanggungjawabannya,
baik pertanggungjawaban kebijakan pemerintahan,
pembangunan maupun pertanggungjawaban keuangan,
harus melengkapi dan atau menvempurnakan per-
tanggungjawaban tersebut.

Lurah Desa yang sudah melengkapi dan atau men-
yvempurnakan pertanggungjawaban dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari harus audah menyam-
ralkan kemball kepada BPD.

Bagi Lurah Desa yang pertanggungjawaban ‘ditolak
untuk ke 2 (dua) kalinya, BPD dapat mengusulkan
pemberhentiannya kepada Bupati.

Sebelum menyetujul atau menoclak usulan BFD
sebagalmana dlimaksud ayat (3) Bupati menugaskan
Tim untuk meneliti dan memeriksa pertanggungja-
waban Lurah Desa tersebut.

LT

Pasal 48

BPD memberitahukan kepada Lurah Desa mengenail
akan berakhirnya masa Jjabatan Lurah Desa secara
tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa
Jabatan.

(2) 3 (tiga)
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(2) 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa Jahatan,

Lurah Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir
masa Jjabatan kepada BFD. :

Dalam hal pertanggungjawaban akhir masa Jabatan
ditelak yang bersangkutan tidak diperbolehkan
lagi mencalonkan diri sebagai Lurah Desa.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN LURAH DESA
Pasal 49
Lurah Desa vang dinyatakan menjadi tersangka
suatu tindak pidana atas usul BPD diberhentikan
sementara oleh Bupati.

Usulan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus
- didasarkan pada hasil pemeriksaan oleh Instansi
vang berwenang untuk itu atau oleh Kepolisian.

Pemberhentian sementara oleh Bupati esebagaimana
dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Keputusan
Bupati dengan batas waktu sampai ada Putusan
Pengadilan atau putusan/penetapan lain yang
sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 50

Lurah Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas
karena sakit selama-lamanya 90 (sembilan puluh)
- hari berturut-turut atas usul BPD dapat diber-
Lh&ntik&n sementara oleh Bupati.

Uhul BPD sebagaimana dimaksud avat (1) harus
disertai dengan surat keterangan Dokter yang
_ manarangkan tentang kesehatan Lurah Desa yang
nhanaangkutan. “

feng
L FPasal 51

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud
- Pasal 50 ayat (1) selama-lamanva & (enam) bulan.

(2) Apabila



a3
-

=

(2) Apabila dalam Jjangks waktu sebagaimana dfmaksud
ayat (1) yang bersangkutan tetap sakit maka
dapat. diperpanjang untulk jangka waktu Selama-
lamanya & (enam) bulan.

(3) Apabila sesudah diperpanjang masih tidak ada
perubahan kesehatannva maka vang bersangkutan
diberhentikan dengan hormat tidak atas permin-
taan sendiri dari jabatannya.

. Pa=zal 52

{1) Lurah DESﬂ.yang diberhentikan sementara berhak
untuk menerima 50 % (lima puluh persen) dari
bengkok Lurah Desa. i

(2) Dalam hal Lurah Desa diberhentikan sementara
karena dinyatakan menjadi tersangka suatu tindak
pidana, maka hak untuk menerima 50 ¥ (lima puluh
rersen) dari bengkok adalah sampai dengan adanya
putusan Pengadilan atau putusan/penetapan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila dalam Jjangka 1 (satu) tahun dihitung
sejak tanggal Keputusan pemberhentian sementara
belum ada putusan Pengadilan atau putusan/pene-
tapan lain yang mempunyai kekuatan hukum tetap
maka hak untuk menerima 50 % (lima puluh persen)
dari bengkok sebagaimana dimaksud ayat (1)
dihentikan.

Pasal 53

Dalam hal Lurah Desa dimana penerimaan 50 % (lima
puluh persen) dari bengkok dihentikan sebagaimana
dimaksud Pasal 52 ayat (3) sedang berdasarkan
putusan Pengadilan vyang sudah mempunyai kekuatan
hukum tetap yang bersangkutan dinyatakan tidak
bersalah maka Jangka waktu antara penghentian
penerimaan bengkok =sampai ‘tdengan adanya putusan
Pengadilan yvang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak
dihitung sebagai masa Jjabatan.

Pasal 54 .| ..




A
Pagal 54

lama Lurah Desa dikenakan pemberhentian semen-
& maka pekerjaan =chari-hari dilakukan oleh
aurang Penjabat Lurah Desa yang diangkat oleh
pati atas usul BPD.

Pengangkatan Penjabat Lur&hf Desa sebagalmana
aksud ayat (1) dituangkan dengan Keputusan’
Bupati.

1 Fasal 55

ﬁ-niln berdasarkan pada putusan Pengadilan yang
{qlgﬁ mempunyal kekuatan hukum tetap, Bupati
‘tanpa usulan BFD memberhentikan Lurah Desa yang
%1n¥ltakan menjadi tersangka suatu tindak pidana
pabila:

&. dinyatakan terbukti bprsalﬁh me lakukan tindak
& pldana dengan ancaman hukqman panjarg seku-
" rang-kurangnya 5 (lima) tahun;

‘B. dinyatakan terbuktil beraalﬂh melakukan tindak
] ridana dengan ancaman hukuman penjara /
kurungan kurang dari 5 {l;na} tahun tetapl
vang bersangkutan dikenakan hukuman badan
sekurang-kurangnva G0 {ena@ puluh) hari atau
mengalami penahznan baik oleh  Penyidik,
Penuntut Umum maupun Hakim dengan Jumlah
ruﬁtsakurang kurangnvs 60 (enam puluh) hari;

¢. diluar ketentusn =avat fl} huruf a dan b
" tetapl Pengadilan menjatuhkan pridana bersva-
rat/percobaan dan selama menjalani masa
'percobaan melakukan tindak pidana lagl se-
hingga hukuman bersyarat gugur dan berubah
manaadi hukuman peq*arafkurungan, '
E dinyatakan terbukti bersalqh melakukan tindak
i pidan& kesusilaan / kesopanan sebagaimana
diatur dalam Pasal 281 sémpai dengan Pasal
302 bls Kitab Undang-undang hukum Pidana.
1;i-ti tanpa usulan EPD mencabut Keputusan
-m-ubarhentian sementara Lurah iDesa vang bersang-
‘kutan kemudian untuk dikukuhkan kembali apabila:
a. ada surat keterangan dari Penyidik vang
menyatakan bahwa pﬁnyidikaﬁnya dihentikan;

L. berdasarkan ‘A ..



(1)

(2)

(3)

(L

b. berdasarkan pada putusan Pengadilan i vang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyata—
kan tidak terbukti bersalah:

c. berdasarkan pada putusan Pengadilan vang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyata-
kan terbukti bersalah tetapi tindak pidananya
tidak termasuk sebagaimana dimaksud ayvat El}

El

Pazssl 56

Dalam hal Lurah Desa melakukan tindakan indisi-
pliner, maka penyelesaiannya dilakukan secara
bertahap, yaitu

a. teguran pertama secara lesan dari BPD Vang
disampaikan langsung kepada Lurah Desa yvang
‘bersangkutan dalam rapat yang diadakan khusus
untuk itu;

b. teguran kedua secara tertulis dari BPD yang
disampaikan secara langsung kepada Lurah Desa
dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal,
hari dan jam penerimaannya dengan tembusan
Bupati dan Camat;

c. teguran ketiga secara tertulis dari BPD, vang
disampaikan secara langsung kepada Lurah Desa
dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal,
hari dan jam penerimaannya dengan tembusan
Bupati dan camat serta diumumkan kepada
masyarakat Desa setempat.

Teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, b
dan ¢ masing-masing berselang waktu 1 (satu)
bulan.

Apabila teguran sebagaimana dimaksud ayat (2)
tidak diperhatikan dan tidak ditindaklanjuti
oleh Lurah Desa yang bersangkutan, maka BPD
dapat mengusulkan premberhentiannya - kepada
Bupati.

Pagaluﬁ?

Lurah Desa diberhentikan oleh Bupati atas usul

BPD karena:

a. mengajukan permintaan sendiri kepada BED vang
disampaikan kepada Bupati:

i Clgale: e




b. tidak lagi memenuhi salah satu syarat $eha—
gaimana dimaksud Pasal 7

o. terbukti melanggar sumpah / Janji sebagail
Lurah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 38;

d. terbukti melakukan tindakan-tindakan vang
dilarang sebagaimana dimalsud Pasal 45;

e. terbukti melakukan tindakan indisipliner dan
telah diberikan teguran-teguran sebagaimana

; dimaksud Pasal 56;

f. pertanggungjawabannya baik dibidang pembangu-
nan, pemerintahan dan keuangan ditolak oleh
BEPD sebanyak 2 (dua) kali;

g. berdasarkan hasil rapat BPD, Lurah Desa
dinyatakan tidak mendapatkan kepercayaan lagi
dari masyarakat.

{2) Lurah Desa diberhentikan Pupati tanpa usulan BPD
apabila :

a. meningsal dunia;

b. berakhir masa Jjabatannya :

. terbukti bersalah berdasarkan putusan Pe-
ngadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana sebagalmana
dimaksud Pasal 55 ayat (1).

BAB IX
PENJABAT LURAH DESA
Pa=al 58

Dalam hal Lurah Desa berhalangan selama lebih dari

30 (tiga puluh) hari, diberhentikan sementara atau

diberhentikan maka BPD mengusulkan pengangkatan

Penjabat Lurah Desa kepada Bupatil melalui Camat.
Pazal 59

(1) Penjabat Lurah Desa dianghkat darl Pamong Dessa.

(2) Masa Jabatan Penjabat Lurah Desa paling lama B
(enam) bulan sejak tanggal pengangkatan.

(FaDaslam . 8



(3}

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Dalam hal Lurah Desa diberhentikan sementara
karena dinyatakan menjadi tersangka suatu tindak
pidana masa jabatan Penjabat Lurah Desa ‘adalah
sampal dengan ada putusan Pengadilan yang mem-
punyai kekuatan hukum tetap.

BAB X
TINDAKAN PENYIDIKAM -
Pasal 60

Tindakan penyidikan terhadap Lurah Desa yang
melakukan tindak pidana dilaksanskan oleh Penyi-
dik dengan-memberitahukan secara tertulis kepads
Bupati dengan tembusan Camat dan EPD.

Dalam hal Lurah Desa tertangkap tangan melakukan
tindak pidana paling lambat dalam tempo 2 x 24
(dua kalil dua puluh empat) Jam, . Penyidik mem-
beritahukan secara tertulis kepada Bupati dengan
tembusan Camat dan BPD.

BAB XI
LOWONGAN LURAH DESA
Pazssl 81

Jabatan Lurah Desa disebut lowong apabila Lurah
Desa berhenti atau diberhentikan oleh Bupati.

Selambat-lambatnya dalam waktu 1 {satu} bulan
terhitung mulai saat lowongnya Jabatan Lurah
Desa ~ sebagaimana dimaksud ayat (1) harus sudah
dimulai persiapan pelaksanaan remilihan Lurah
Desa.

Pelaksanaan pemilihan Lurah Desa sebagaimana
dimaksud ayat (2) Pasal ini diselenggarakan
selambat-lambatnya dalam waktu 8 (enam) bulan
seJak lowongnya Jabatan Lurah Desa.

BAB XII
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BAB XII
TINDAKAN DAN SANKSI ADMIMISTRATIF
FPasal EZ2

(1) Tindakan dan atau sanksi administratif Aakibat

(2)

(1)

pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini adalah

gsebagai berikut : :

a. apabila bakal calon terbukti memalsukan
persyaratan-persyaratan dan diketahui sebelum
pelaksanaan pemungutan suara maka yang ber-
sangkutan dinyvatakan gugur sebagal Calon
Lurah Desa;

b. apabila calon terbukti melanggar FPasal 16 dan
terjadi sebelum ' dan pada saat pelaksanaan
‘pemungutan suara maka yang bersangkutan
dinyatakan gugur sebagai calon Lurah Desa;

c. apabila Panitia Pemilihan Lurah Desa terbukti
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-
ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah
ini, maka kepada yang bersangkutan dikenakan
tindakan . adminlistratif kepegawaian atau
diberhentikan dari keanggotaan BPD;

d. apablla ternyata terdapat pemilih yang meng-
gunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut
diketahul sebelum hak pilihnya dipergunakan,
maka hak pilihnya dianggap tidak sah, dan
Jika diketahui setelah hak pilihnya dipergu-
nakan maka kepada yang bersangkutan dikenakan
tindakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
calon terpilih sepanjang dapat dibuktikan berda-
sarkan putusan Pengadilan yang mempunyal kekua-
tan hukum tetap merupakan tindak pidana, maka
dipergunakan sebagail dasar usulan perberhentian
kepada Bupati. -

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Passal 63

Apabila penyelenggaraan pencalonan dan pemilihan
sampal dengan pengangkatan dan pelantikan Lurah
Desa tldak dapat dilaksanakan tepat waktu atas
usul BPD Bupati dapat ,memperpanjang waktunya
untuk selama-lamanya 3 (tiga) bulan dengan
ketentuan bahwa Lurah Desa vyang bersangkutan
tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya
Lurah Desa hasil pemilihan.

(2) Apabila ..
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(2) Apahila perpanjeangan walkitu szbagaimana dimaksud
ayat (1) ternyata belum cukyp atas wusul BPD
Bupatl dapat menetarkan Penjahat luran Desa,

BAE XIV
KETENTUAN PERALIHANM
i Fasal 64
(1) Lurah Desa yang telah uardz peada =:ia#f rlakurves
Peratursa:  Deerah ini., diberi hkeszempu® sn  untuk
melanskani nsea Jebatan 0 delaran® *e=ua bterhi-
tung =ejak vang bersanghkutan ' dilaati} es=2hagal
Lurah Desza.

e
=

{2y Luran Deas vang telah adsa pada szet bDerlahunyva
‘erutiuran: Deerah ini dan sudah menjapabt selama 1
{satu) kalli masa jabatann § fdzlavan® tahun nmasih
dapat mencalonkan diri untulk 1 {(satu) kell masa
Jabatan berikutnya 5 (lima) tahun sepznlang
memenuhi perszyaratan vang diztur dalam Per=sturan
Deaerah ini.

(3) Lurah Dessa yang telah ads pacs 3aat herlakunva
Feraturan Daerah ini dan sudsh meajabat gelama 2
faual Fkalil masa Jakhatan 18 (enam belas)  tahun
tiduar diperbolehkan lzgi antuk merncalonkan diri,

1]

Peszl &

o

Dengan Derliakunya Peraturan Dazrel ini maka ssmua
,IFeraturan yvang bertentangan dengsn F=raturan Daerah
ihi dinyatskan tidek berlaku lagi .

BAB XV
EETENTUAN PEHUTOE
Pasal &8

Peraturan Dasreh ini mulzi oerlaku pada tanggal
diundangksn.

X Agar setlap orang dapat mengetahuinya memerin-
 tahkan pengundangan Peraturan Daerah 1ini dangan
=rnampatannva dalam Lembharzsr Daerah Kabupaten Demalk.
gtujui DPRD Kabupaten Demak Ditetapkan di Demak

san Keputusan Na,OngP.DmeDD-Pada ta!'ll gal 1 Juli 2000

: !
1 Juli 2000 . BUPATI DEMAK

L

- Diundangkan
- pada tanggal lj 1i 2000 -

[
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PE N JEL

AT A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAEK
NOMOR 9@ TAHUN 2000

i TENTANG

ATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN, PELANTIKAYN

'PEMEERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA

a4 N

L
LY

ASAN UMUM

_ Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, .Desa
alah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Ssusunan
1i berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa, zebagaimana
aksud dalam penjelasan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 .
Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerinta-
0 Desa adalah keaneka ragaman, partisiopasi, otonomi asli,
smokratisasi dan pemberdayaan masvarakat ¥

& Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistom
iIrl sistem penyelenggaraan Pemerintahan sehingga Desza memi-
ki kewenangan * untuk mengatur dan mensurus kepentingan
igyarakatnya sendiri .

»  Desa ‘- dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik
1Eun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan
an serta dapat dituntut dan menuntut di  Pengadilan,
vuk itu Lurah Desa dengan persetujuan Badan FPerwakilan Desa
mpunyal wewenang untuk melakulkan perbuatan hukum dan menga-
perjanjian yang saling menguntungkan

Dalam rangka melaksanakan pencalonan, pemilihan, penge-
lhan, pelantikan, pemberhentian sementara, remberhentian
yrah Desa, semua proses tersebut dilaksanakan di tingkat Desa
jtara unsur-unsur Pemerintah Desa beserta Badan Perwakilan
esa, hanya dalam hal-hal tertentu dan sifatnyva terbatazs saja
lapat dilakukan kerja sama atau koordinasi dengan pihalk lain,
upati sifatnyva hanva memberikan pengesahan dan melalksansakan
@lantikan serta menerbitkan Eeputusan atas usul BPD

Untulk fitulah memansg diharapkan agar sumber daya manusia
tingkat Desa perlu terus ditingkatkan agar ctonomi pemerin-
ahan Desa benar-benar dapat berjalan sebagaimana yvang dihar-
pkan oleh semua pihak .

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
fuaal 1 s5/d Fasal 8: Cukup Jjelas
?ﬂsal 7 ayat (1) : Persyaratan-persyaratan tersebut dibuk-

tikan dengan benkuk tertulis berupa
pernyataan yvang dibuat sendiri, dolkumen,

ourat Keterangan atau sejenis vang
dikeluarkan oleh Dinas/Instansi yang
berwenang

hiruf a : Dibuktikan dengan Kartu Tanda Pendudulk
(KTP)

huruf b : Dibuktikan dengan pernyataan di atas

kertas - bermaterai yang diketahuli oleh
Lurah Desa/Penjabat Lurah Desa :

haeuf. ¢



huruf c

huruf d

huruf e

huruf £

huruf g

huruf h

huruf 1
huruf J

huruf k

huruf 1

ayvat (2)

: Pasal 8

" Pasal 9 ayat (1)

ayvat (2)

- Pasal 10

Dibuktikan dengan membuat pernyataan
yvang diketahui oleh Lurah DesafPegjabat
Lurah Desa.

Adanva keterangan darl Instansi vang
berwenang

Dibuktikan dengan IJjazah yang telah
dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang
berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Untuk dapat mengetahui wusia seseorang
utamanya menggunakan akta kelahiran,
kalau tidak punya baru mencari petunjuk
dari dokumen lain vang memuat tanggal,
bulan dan tahun kelahiran yang paling
lama dan dihitung sampai dengan penutu-
pan pendaftaran.

Selain sehat Jjasmani rohani serta nyata-

nyata tidak terganggu jiwa atau inga-
tannya, idealnya Lurah Desa Juga tidak

cacat fisik yang dapat mengganggu tugas-
tugas di lapangan .

adanyva keterangan dari Kepolisian.

: Adanya keterangan dari Pengadilan Negeri

Adanva keterangan dari Pengadilan Negeri

Dibuktikan dengan adanya KTP dan
keterangan darl Lurah Desa tentang
domisili selama 2 (tiga) tahun tidak

terputus-putus
Putra Desa adalah kelahiran asli Desa

dan pernah terdaftar sebagai penduduk
Desa yvang bersangkutan.

Dibuktikan dengan membuat surat pernya-
taan dan diketahui Lurah Desa/Penjabat
Lurah Desa.

Cukup Jjelas . s

Cukup jelas .

Apabila berhalangan walktu pendaftaran
dapat diwakilkan dengan menggunakan
Surat Kuasa .

Cukup Jjelas

Cukup Jjelas .

Pasal (1102004,



Pasal

Pasal

s2al 11 avat

28

29

(1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat
s.d 14
ayat (1)

avat (2)

sg.d 24

ayat (1)
huruf d

avat (2)

(4)

ar

(W)

Cukup Jelas

Materi ujian sdalal sebsgad bgrikutﬁ:

- Pancasila ;

=D 2FdE

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

- Pengetahuan tentang Pemerintahan Desa-.
dan Demerintehan Umun '

Bekerja sama dengan pihak lain maksudnya
adalah bekerjasama dengan Dinas/Instan-
=i tertentu yang sifatnya khugsus dan
insidentil, misalnya -
- dalam rangka pembuatan materi/soal
ujian serta koreksi dan penilaiannya .
- maéneliti keabsahan surat cdolumen
perayaratan calon Lurah Desa !
Bupati dapat menolak atau menyetujai
kerja sama tersebul dengan berbagal
pertimbangan

Cukup Jelas.
Cukup Jelas

dari pemilik bangunan/pekarangan
sacara llsan atau tertulis

Ijin
dapat

Cukup Jjelas

gambar
dalam

idealnya mengenal tanda
tepi

Tusukan
atau setidak-tidaknya pada
bagian garis kotak penbatas

Apabila - ada gambar yvang tidak terpakai
tetapi tertusuk dianggap ticdak ada
tusukan pada gambar yang tidak terpakai
tersebut sehingga tidak ada pengaruh
apapun .

Kartu suara sah apabila memenuhi  unsur-
unsur tersebut secara kumulatif -

Alasan vang dapat dibenarkan
ada hal=hal. van&g  berslfat mendesak
karena urusan keluarga. tergangsu kese-
hatannva ataukeadaan lain yang logis dan
dapat dipertanggung jawablkan

misalnya

Culkup Jelas

Apabila ada calon Lurah Desa tidak mau
menanda tangani Berita Acara Pemangutan
suara dan penghitungan maka hal tersebut
di catat oleh Panitia dan dilampirkan
dalam blanko Berita Acara tersebut .
Pasal 30 ...



Pasal 30 s.d 44

dasal 45 huruf a

huruf b

huruf c

huruf d

huruf e

huruf £

huruf g

L)

Cukup Jelas .

Hal-hal wvang dapat menurunkan martgbat g
kehormatan misalnya : suka mabulk-
mabukan, berjudi, mengunjungi/berada di
tempat maksiat tidak dalam rangka tugas,
menjelek-jelekan / memfitnah rekan seja-
wat .

Kewenangan vang ada padanya digunakan
untuk tujuan lain, sehingga tidak sesuai

dengan tugas yang seharusnya dilaksana-
Eaf .-

Maksudnya adalah bekerja secara ganda

misalnya : sebagal Satpam atau tenaga
bidang lain pada Instansi swasta (FPT,
CV 3 atau ' suatu  Perusahsaan, kecusali

bekerja sendiri secara mandiri misalnya
: beternak, home industri dsb.

- Sesuatu hal atau keadaan yang sifatnya
belum dapat atau belum saatnya atau
bahkan tidaek boleh diberitahukan /
diketahui =secara terbuka kepada umum
maka Lurah Desa harus dapat menyimpan
sesuatu hal vyang sifatnya rahasia
tersebut

- Demikian Jjuga terhadap dokumen atau
buku-buku administrasi Desa tidak
dibenarkan untuk dipinjamkan, ditun-
jukkan, difoto copykan untuk kepen-
tingan orang lain kecuali untuk kepen-
tingan' dinas dan seijin atasannya
misalnya : untuk kepentingan pemerik-
saan kasus atau kepentingan pembinaan
administrasi .

Malksudnya adalah perbuatan kolusi yaitu
tindakan persekongkolan dengan pihak
lain wuntuk kepentingan dirinya atau
orang lain vang dapat merugikan keuangan
atau kepentingan Desa, Daerah dan atau
Hegara

Menerima hadiah atau suatu pemberian
dalam bentuk apapun dari pihak lain
dengan maksud untuk mempengaruhi
tugas/kewajiban Kepala Desa agar berbuat
seguatu atau tidak berbuat sesuatu vyang
dapat menguntungkan atau merugikan pihak
lain

Hal ini termasuk perbuatan indisipliner.

b Lt E B Tl p Rt



ayat
ayat

ayat
ayat
ayat

T

sal 49 ayat
dan ayat

ayat

asal 55 ayat

Pasal 54

huruf h

huruf i

(1)
(3)

(1)

(3)
(4)

(1)
(2)

(3)

(1)

huruf a

huruf b

huruf e

huruf d

5

Pungutan tidak sah misalnya adalah
Fungutan di luar ketentuan , Yang
berlaku . - e

: Pada prinsipnya Kepala Desa ' harus

netral terhadap semua FParpol artinya
tidak menjadi pengurus atau membantu
atau memihak secara khusus kepada Parpol
vang ada . : i

Cukup jelas .

L

: Cukup Jjelas

Tim dimaksud terdiri dari unsur aparat
pemeriksa, Bagian Hukum, Bagian Pemerin-
tahan Desa dan atau Dinas/Instansi lain
yang dipandang perlu .

Cukup jelas

Cukup jelas .

Yang dimaksud putusan penetapan lain
misalnya Surat Perintah Penghentian
Penyidikan (SP3) karena tidak cukup
bukti atau karena kasusnya bukan rperkara
pldana

Cukup Jelas

: Dalam hal ini yang menjadi acuan adalah

ancaman hukuman, bukan lamanya penjatu-
han hukuman / vonis

- Wﬁlaupun ancaman hukuman kurang darli 5

(lima) tahun tetapi vang bersangkutan
pernah ditahan oleh aparat Penegak hukum
(. Poliei, Jaksa, Hakim) vang kalau
dijumlah sekurang-kurangnya 60 hari atau
dikenakan hukuman badan gekurang-kurang-
nya 580 hari

: Apabila yang bersangkutan dikenakan

pidana bersyarat/percobaan dan selama
menjalani hukuman berayarat ternyata
melakukan tindak pidana lagi sehingga
hukuman bersyarat menjadi gugur

Cukup jelas

Ayat (2)



at (2) huruf a

Huruf b

huruf c

sal 56 ayat (1)

(23 dan (3)

:.1 B8 ayat (1)

:ﬁ_dun ayat (2)

ayat (3)

03]

Dalam hal tindak pidana umum adalah
Penyidik Polri/PPNS, dalam hal %indak
pidana khusus adalah Penyidik
Kejaksaan . 1

Cukup Jjelas

: Misalnya Tindak pidana ringan (tipiring)

atau tindak pidana lain di luar ayat (1)
dikenakan pidana badan tetapi kurang
dari 60 (enam puluh} hari atau pidana
denda .

Perbuatan indisipliner artinya perbuatan
tidak disiplin karena tidak melaksanakan
tugas, kewajiban dan tanggung Jawabnya
eebagai sebagai Lursh Desa berdasarkan
ketentuan yang berlaku Misalnya
sering tidak masuk kantor tanpa alasan
vang sah, tidak melaksanakan tugas-
tugasnya dengan sebaik-baiknya dan penuh
tanggung Jjawab .

Cukup Jelas
Cukup Jjelas

Cukup Jelas

Cukup jelas

Sambil menunggu adanya putusan Pengadi-
lan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
setelah Penjabat Lurah Desa melaksanakan
tugasnya 1 (satu) tahun ternyata yang
bersangkutan melakukan, tindakan vang

- tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya
maka atas usul BPD yang bersangkutan
dapat diganti selanjutnya ditunjuk

Penjabat lain yang memenuhi syarat untuk
diuvsulkan kapada‘Bupati guna mendapatkan
keputusan pengangkatan

Cukup Jjelas

_____ ====00000==2==———



LAMPIRANT : PERATURAN DAERAH KABUPATEN 4
DEMAK

NOMOR . 9 TAHUN 2000

TANGGAL ;1 JULT 2000

BERITA ACARA
JALANNYA PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA PADA RAPAT
PEMILIHAN LURAH DESA DI DESA ....... e BCAMATAN ... .00
KABUPATEN DEMAK

Pada hari ini tanggal bulan tahun
- kami vang bertanda tangan dibawal ini :

-Nama .
Jabatan - Ketua Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa
di Desa Kecamatan
Kabupaten Demak . ;
-Nama
Jabatan . Sckretaris Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Lurah
Desa di Desa Kecamatan
Kabupaten Demak .
- -Nama :
Jabatan :  Calon Lurah Desa di Desa
1 Kecamatan Kabupaten Demak
~ Dengan tanda. Gambar
- -Nama :
Jabatan : Calon Lurah Desa di Desa
E Kecamatan Kabupaten Demak
~ Dengan tanda. Gambar : '
- -Nama -
- Jabatan :  Calon Lurah Desa di Dcsa
Kecamatan Kabupaten Demak
~ Dengan tanda. Gambar :
. -Nama :
Jabatan . Calon Lurah Desa di Desa
; Kecamatan Kabupaten Demak
- Dengan tanda. Gambar :
- -Nama :
~ Jabatan : Calon Lurah Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Demak

I;ngnn tanda. Gambar :
 ad '

Menyatakan dengan sesungguhnya dan berani mengangkat sumpah : ___ ¢




Rapat penyelenggaraan Pemungutan Suara pada rapat Pemilihan Lurah Desa 4 di

Desa Kecamatan Kabupaten Demak vang
dilaksanakan pada hari  tanggal bulan tahun ;
bertempat di Desa Telah berlangsung

dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal vang bertentangan dengan
ketentuan perundang-undangan vang berlaku .

Penyelenggaraan  Pemungutan  Suara  pada rapat  Penulihan  Lurah  Desa

di Desa Kecamatan Kahupaten

Demak dilaksanakan berdasarkan :

a.  Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dacrah

b.  Peraturan Dacrah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pencalonan, pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara, da.n

Pcmhcri;pmian Lurah Desa.

Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan vang berlaku dalam hal
menyatakan keterangan yvang tidak scsuai dengan kenvataan.

Berita acara jalannva penyelenggaraan Pemungutan Suvara pada Rapat Pemiliban
Lurah Desa ini kami tanda tangani sctelah mendengar jawaban dar para calon Lurah
Desa dan para Pemilih terhadap pertanvaan Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan
Pemilihan Lurah Desa yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Rapat Pemilihan Lurah
Desa dinvatakan sah dan berjalan secara langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta
Jujur dan Adil.

PANITIA PENCALONAN DAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN LURAH DESA

(Ketua)

( Sekretaris )

CALON LURAH DESA

( Tanda Gambar ...............)
( Tanda Gambar ................)
( Tanda Gambar ................)
( Tanda Gambar ................)

{ Tanda Gambar ................)




LAMPIRANIL PERATURAN DAERAH KABUPATEN DERAK
NOMOR : 9 TAHUN 2004)
TANGGAL ; 1 JULI 2000

BERITA ACARA
3 & PERHITUNGAN SUARA
' FEMILIHAN LURAH DESA DI DESA ................ KECAMATAN ..........0 ;
KABUPATEN DEMAK

- Padahariini tanggal ‘bulan tahun
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Ketua Pamtiz Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa
di Desa Kecamatan
Kabupaten Demak .

Sckretans Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Penulihan Lurah
Desa di Desa Kecamatan

Kabupaten Demak .

Calon Lurah Desa di Desa

Kecamatan Kabupaten Domak

Calon Lurah Desa di Desa

3 Kecamatan Kabupaten Demak
3 Dengan tanda. Gambar - §
-Nama _
Jabatan :  Calon Lurah Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Demak
Dengan tanda. Gambar :
- -Nama :
Jabatan :  Calon Lurah Desa di Desa
Kecamatan "Kabupaten Demak
- Dengan tanda. Gambar :
-Nama :
Jabatan :  Calon Lurah Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Demak

ey

- Dengan tanda. Gambar :

IEMenyatakan dengan sesupgguhnyababhwa ; _ .



~ Pelaksanaan Penghitungan hasil Pemungutan Suara dalam rapat Pemilihan Lurap Desa

- di Desa Kecamatan Kabupaten Demak yang dilaksa-
~ nakan pada hari tanggal bulan tahun bertempat di
E Desa Telah dilaksanakan dengan hasil scbagai
- berikut : ;
~ a. Calon Lurah Desa atas Nama dengan tanda gambar
: mendapat suara;

b. Calon Lurah Desa atas Nama dengan tanda gambar "

mendapat suara;
¢. Calon Lurah Desa atas Nama dengan tanda gambar
mendapat suara;

Jumlah Pemilih yang terdaflar di dalam daftar pemilih tetap schanvak orang..
Jumiah Pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya schanyak orang.
Jumlah Kartu Suara yang dinyatakan batal (tidak sah) schanyak helai.
Dalam pelaksanaan perhitungan hasil pemungutan suara dimaksud tidak terdapat hal-
“hal vang bertantangan dengan ketentuan sebagaimana vang telah diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pencalonan, pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara, dan
Pemberhentian Lurah Desa.
Dalam Perhitungan hasil Pemungutan Suara dimaksud disaksikan oleh para saksi dari
masing-masing calon Lurah Desa yang ditunjuk dan disaksikan juga olch pemilih vang
hadir. -
Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan vang berlaku dalam hal
menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyvataan.

PANITIA PENCALONAN DAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN LURAH DESA

I,'Kelt ua)

( Sckretaris )

CALON LURAH DESA

( Tanda Gambar ...... ... )
( Tanda Gambar ................)
( Tanda Gambar ................ }
( Tanda Gambar ................)

{ Tanda Gambar ................ }




